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SYAIFUL FADLANIE (B111 12 154), PERANAN PENUNTUT UMUM 
DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN TINDAK PIDANA DI BIDANG 
PERIKANAN (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Pkj), 
dibimbing oleh Bapak SLAMET SAMPURNO sebagai Pembimbing I dan 
Bapak ABD ASIS sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum 
terhadap tindak pidana dalam putusan No. 59/Pid.Sus/2015/PN.Pkj dan 
untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam menjalankan fungsi 
Penuntut Umum selaku pelaksana Putusan Hakim yang telah berkekuatan 
hukum tetap terhadap tindak pidana perikanan. 
 Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Kota Pangkep Sulawesi 
Selatan yaitu pada Pengadilan Negeri Pangkep dan Kejaksaan Negeri 
Pangkep. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan 
dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku 
serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 
tersebut, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan 
pengadilan yang berupa wawancara kepada jaksa yang terkait dalam 
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak 
pidana di bidang perikanan. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan putusan perkara 
Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Pkj, pelaksanaan putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap oleh penuntut umum dalam tindak pidana 
perikanan telah sesuai prosedur yang ada di dalam KUHAP dan SE 
JAMPIDUM Nomor B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan 
Pengadilan. Beberapa kendala yang dialami oleh penuntut umum dalam 
melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana perikanan ialah tidak 
adanya jaksa penuntut umum di kota pangkep yang telah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan teknis mengenai perikanan, putusan hakim yang 
tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum, proses penanganan yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang istimewa di mata dunia 
internasional sehingga banyak negara lain yang menjadi iri. Fakta 
bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan maritim terbesar di 
dunia, yang menyimpan potensi kekayaan alam bahari yang dapat 
menjadi aset pertumbuhan dan perkembangan bangsa. 
Sebagai Negara kepulauan, Indonseia memiliki luas wilayah laut 
5,4 juta km2 dan memiliki 17.480 pulau dengan panjang garis pantai 
sekitar 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 
1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 
juta km2 yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan 
laut teritorial seluas 0,3 juta km2. Selain itu Indonesia diberikan 
kewenangan memanfaatkan perairan laut yang termasuk Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 untuk kepentingan 
eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati maupun 
nonhayati, untuk tujuan penelitian, hak yurikdiksi mendirikan instalasi 
bawah laut atau pulau buatan.1 
Potensi kekayaan laut yang dapat dikembangkan secara garis 
besar terdiri dari tiga kelompok. Sumber daya terbarukan (Renewable 
Resources), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan 
budi daya), mangrove, terumbu karang, padanglamun, energi 
gelombang, pasang surut, angina, dan OTEC (Ocean Thermal Energy 
Conversion). Sedangkan sumber daya tidak terbarukan (Nonrenewable 
                                                          
1
 Tim Pengajar WSBM Universitas Hasanuddin, Wawasan Sosial Budaya Maritim, Unit 
Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) Universitas Hasanuddin, Makassar, 
2010, Hlm. 20. 
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Resources), seperti sumber daya minyak dan gas bumi serta berbagai 
jenis mineral. Selain itu, terdapat berbagai macam jasa lingkungan 
kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan, 
seperti pariwisata bahari, indstri maritim, jasa angkutan, dan 
sebagainya.2 
Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai dengan tahun 2007 
berada pada peringkat ke-3 dunia dengan tingkat produksi perikanan 
tangkap pada kurun waktu 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata 
produksi sebesar 1,54%. Selain itu, Indonesia juga merupakan 
produsen perikanan budi daya dunia. Sampai dengan tahun 2007 
posisi produksi perikanan budi daya Indonesia di dunia berada pada 
urutan ke-4 dengan kenaikan rata-rata produksi per tahun sejak 2003 
mencapai 8,79%.3 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 
mengemukakan, dengan kekayaan sumber daya kelautan dan 
perikanan yang besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu 
negara pemasok produk perikanan terbesar dunia. Kontribusi 
Indonesia dalam memasok kebutuhan produk perikanan dunia 
diketahui mencapai 30 persen.4 
Peluang pengembangan potensi ekonomi utamanya yang berada di 
bawah lingkup tugas Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang 
dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan 
sebesar US$ 82 miliar per tahun yang meliputi potensi perikanan 
tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun; potensi budi daya laut 
sebesar US$ 46,7 miliar per tahun; potensi perairan umum sebesar 
US$ 1,1 miliar per tahun; potensi budi daya tambak sebesar US$ 10 
miliar per tahun; potensi budi daya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per 
                                                          
2
 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia Edisi Kedua (Revisi), PT Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 149. 
3
 Ibid. Hlm. 150. 
4
 Lilly Pregiwati, Indonesia Pasok 30 Persen produk Perikanan Dunia, diakses dari 
http://kkp.go.id/index.php/pers/indonesia-pasok-30-persen-produk-perikanan-dunia/, 
pada tanggal 22 Mei 2016 pukul 22.11 WITA. 
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tahun; dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4miliar per 
tahun (Renstra KKP, 2010).5 Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya 
kelautan merupakan kekayaan alam yang memiliki peluang amat 
potensial dimanfaatkan sebagai sumber daya yang efektif dalam 
pembangunan bangsa serta memperkuat identitas kita sebagai negara 
kelautan yang besar, berdaulat, dan sejahtera. 
Namun, kondisi hingga hari ini tidak memberikan sesuatu yang 
cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada 
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan 
dan petambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh 
secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar 
lainnya.6 
Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar 
berdampak pada maraknya kegiatan pencurian ikan atau IUU Fishing 
(Illegal, Unregulated, and Unreported) oleh kapal-kapal ikan asing 
maupun lokal karena industri perikanan.7 Faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia ialah 
fishing ground negara tetangga makin berkurang populasinya, 
sedangkan permintaan industri ikan meningkat, disparitas harga ikan, 
perairan Indonesia terbuka, dan terbatasnya sarana pengawasan.8 
Kemudian, di dalam abad modern ini pengelolaan dan penangkapan 
ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi 
penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Dampak yang cukup 
dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya 
terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya 
tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. 
                                                          
5
 Djoko Tribawono, Loc. Cit. 
6
 Tiworomc, Kepemimpinan SBY-JK di Sektor Kelautan dan Perikanan, diakses dari 
https://tiworomc.wordpress.com/2009/01/21/kepemimpinan-sby-jk-di-sektor-kelautan-dan-
perikanan/, pada tanggal 22 Mei 2016 pukul 22.26 WITA. 
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Dalam penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitas dan 
kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan 
akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.9 Kasus-kasus ini 
sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk 
mengungkapnya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum 
terhadap para pelaku illegal fishing ini telah menyebabkan para 
pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya 
menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap 
otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu corporate yang membackingi 
kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian besar tehadap 
negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.10 
Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (illegal 
Fishing) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing maupun lokal 
dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya 
jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Selama tahun 
2010-2014, Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 
14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang 
diduga pelaku illegal fishing.11 Kasus tersebut terus meningkat dari 
tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar 
masalahnya. 
Berdasarkan data audit BPK 2012 menemukan potensi pendapatan 
Negara hilang mencapai Rp.30 triliun/tahun akibat illegal fishing yang 
dilakukan oleh kapal-kapal ikan berbendera asing dengan 
menggunakan peralatan-peralatan modern.12 Bahkan pada 
pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan 
                                                          
9
 Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 9. 
10
 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah 
Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 2. 
11
 Koran Tempo, Tambah Tiga Pengadilan Perikanan, diakses dari 
http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/136/TAMBAH-TIGA-PENGADILAN-PERIKANAN-UNTUK-
INDONESIA-TIMUR/?category_id=21, pada tanggal 22 Mei 2016 pukul 22.50 WITA. 
12
 Ketut Darmika, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang 
Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perikanan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4. No. 3, Tahun 2015, Hlm. 486. 
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Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat illegal fishing bisa 
mencapai US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun per tahun.13 
Illegal fishing merupakan masalah serius yang harus segera 
ditanggulangi, tidak hanya menimbukan kerugian materi triliunan 
rupiah, praktek Illegal fishing juga menimbulkan ancaman terhadap 
kelestarian sumber daya ikan serta melanggar kedaulatan Negara di 
lautan. Untuk itu perlu aturan tegas agar masalah ini dapat dicegah 
ataupun diberantas sehingga Negara dapat menegakkan kedaulatan, 
keamanan, perekonomian dan citra bangsa Indonesia sebagai negara 
bahari yang besar dan berdaulat. 
Sudah banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk mengatur masalah perikanan, mulai dari undang-
undang sampai dengan intruksi menteri. Produk peraturan pertama 
yang berbentuk UU yang secara spesifik mengatur tentang perikanan 
adalah Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 9 tahun 
1985 tentang perikanan. UU ini berisi mengenai masalah pengelolaan 
sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan tidak meninggalkan 
ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang, yaitu: 14 
1. Alat penangkapan ikan yang diizinkan; 
2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal 
perikanan; 
3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang 
tidak boleh ditangkap; 
4. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan; 
5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan 
peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; 
                                                          
13
 Wiji Nurhayat, Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun, diakses dari 
http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-
akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun, pada tanggal 22 Mei 2016 pukul 23.07 WITA. 
14
 Joko Subagyo, Loc. Cit. 
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6. Penebaran ikan jenis baru; 
7. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya; 
8. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan; 
9. Hal-hal lain. 
Sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum 
tertampung dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1985, maka lahirlah undang-
undang yang baru, yaitu UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan, dimana menghapus UU yang lama. Seiring berjalannya 
waktu, UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum 
sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan 
kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan 
potensi sumber daya ikan. Untuk itu dibentuklah UU RI Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan. 
Bahkan, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan 
menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing, hal ini masih 
menimbulkan „kontroversi‟, apakah kebijakan ini akan efektif 
memberantas illegal fishing di Indonesia.15 Kebijakan pemerintah 
Indonesia menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang terbukti 
melakukan illegall fishing di Wilayah Perairan Indonesia menuai 
berbagi reaksi pro dan kontra, banyak yang mendukung tapi juga tak 
sedikit yang menolak, demikian pula dengan protes dari negara 
bendera kapal.16 
Kebijakan lain yang dibuat Pemerintah untuk menindak tegas para 
pelaku illegal fishing ialah dengan menambah tiga pengadilan 
perikanan di beberapa kawasan yang rentan terhadap praktek illegal 
fishing. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan “tiga lokasi 
pengadilan perikanan yang ditetapkan yakni Pengadilan Perikanan 
                                                          
15
 Nunung Mahmudah, Op. Cit., Hlm. 3. 
16
 Ketut Darmika, Op. Cit., Hlm. 496. 
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Ambon, Sorong dan Marauke”. Susi menambahkan, penetapan ketiga 
pengadilan perikanan itu melengkapi jumlah pengadilan perikanan 
yang sudah dibentuk di tujuh lokasi sebelumnya. Lokasi itu antara lain 
Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan 
Ranai di Provinsi Kepulauan Riau.17 Pengadilan perikanan ini dibentuk 
dalam rangka mempercepat proses penanganan tindak pidana 
perikanan sampai dengan tahap putusan (inkracht), sehingga kapal-
kapal yang digunakan dalam tindak pidana perikanan masih dapat 
dimanfaatkan secara optimal pada saat disita.18 Untuk itu, diperlukan 
aparat penegak hukum yang cakap dan mampu menegakkan 
keberhasilan penanganan tindak pidana pencurian ikan. 
Adapun penegakan hukum yang dilaksanakan dalam sistem 
peradilan pidana, dimana salah satu sub sistem aparat penegak 
hukum yang cukup penting, adalah Penuntut Umum, yang dimana 
dimaksudkan dalam hal ini adalah seorang Jaksa. Dalam tindak pidana 
di bidang perikanan, seorang Penuntut Umum ditetapkan langsung 
oleh Jaksa Agung. Adapun untuk menjadi Penuntut Umum dalam 
menangani perkara Tindak Pidana Perikanan harus memenuhi syarat 
sesuai yang termuat dalam pasal 75 ayat 2 UU RI Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan sebagai berikut: 
1. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun; 
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang 
perikanan; dan 
3. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama 
menjalankan tugasnya. 
Selama ini, Jaksa sangat identik dengan tugas nya sebagai wakil 
pemerintah yang melaksanakan kewenangan negara di bidang 
                                                          
17
 Lilly Pregiwati, Pemerintah Tambah Pengadilan Perikanan, diakses dari 
http://kkp.go.id/index.php/pers/pemerintah-tambah-pengadilan-perikanan/, pada tanggal 





penuntutan. Namun, selain melakukan penuntutan, Jaksa juga 
mempunyai tugas sebagai pelaksana atau eksekutor atas putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 
Tugas dan kewenangan kejaksaan termuat dalam UU Nomor 16 
tahun 2004. Dimana, dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai 
tugas dan wewenang:19 
1. Melakukan penuntutan; 
2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat; 
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan tetap artinya, ketika perkara yang diajukan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dari 
pengadilan, maka Jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan 
putusan pengadilan tersebut selaku eksekutor.20 
Kejaksaan sebagai unsur pemerintah sekaligus sebagai institusi 
penegakan hukum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan 
wewenangnya dituntut untuk mampu mewujudkan ketertiban dengan 
mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. 
Di samping itu, kejaksaan juga harus mampu menunjukkan kinerja 
yang optimal dalam mendukung proses pembangunan nasional antara 
lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan 
pelaksanaan pembangunan unutk mewujudkan masyarakat yang adil 
                                                          
19
 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 
16 Tahun 2004, Pasal 30 Ayat (1). 
20
 Chaerul Amir, Kejaksaan Memberantas Korupsi Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan 
Yuridis, Pro Deleader, Jakarta, 2014, Hlm. 283. 
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dan makmur serta wajib menjaga dan menegakkan kewibaan 
pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.21 
Seorang Jaksa harus betul-betul mampu melaksanakan tugasnya 
sebaik mungkin, baik itu sebagai penuntut umum maupun sebagai 
eksekutor putusan pengadilan agar proses penegakan hukum dapat 
terlaksana dengan efektif, termasuk dalam menangani kasus tindak 
pidana pencurian ikan yang masih banyak menghadapi berbagai 
kendala dalam penyelesaiaanya. 
Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis 
tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Peranan 
Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Di 
Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan Nomor 
59/Pid.Sus/2015/PN.Pkj). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan 
hukum tetap oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana No. 
59/Pid.sus/2015/PN. Pkj? 
2. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam menjalankan 
fungsi Penuntut Umum selaku pelaksana Putusan Hakim yang 





                                                          
21
 Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam 




C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Putusan Hakim yang 
telah berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum terhadap 
tindak pidana dalam putusan No. 59/Pid.Sus/2015/PN.Pkj. 
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam menjalankan 
fungsi Penuntut Umum selaku pelaksana Putusan Hakim yang 
telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana perikanan. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis: 
a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi 
mahasiswa fakultas hukum atau kalangan akademisi fakultas 
hukum khususnya. 
b. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian 
berikutnya. 
2. Manfaat Praktis: 
Dapat mengetahui proses pelaksanaan Putusan Hakim yang 
















A. Tindak Pidana 
1. Definisi Tindak Pidana 
Istilah “Tindak Pidana” adalah istilah yang secara resmi digunakan 
dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para 
pakar hukum, ada kalanya digunakan istilah “delik” yang berasal dari 
kata delict dalam Bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang 
menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk tindak pidana. Dalam 
Bahasa Belanda selain digunakan istilah delict, digunakan juga istilah 
strafbaar feit. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam Bahasa 
Inggris adalah crime atau offence.22 Kalau dipelajari pasal-pasal 
KUUHP dan undang-undang pidana lain yang dibentuk oleh 
Pemerintah Republik Indonesia, maka ternyata tidak ditemukan definisi 
tentang delik dan pertanggungjawaban pidana.23 
Menurut Simons (Hazewinkel-Suringa, 1973:65), bahwa strafbaar 
feit (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan 
hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang 
mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simon 
ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan 
culpa late (alpa dan lalai).24 
Van Hamel (1978:169) berpendapat bahwa perbuatan manusia 
yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig 
(patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan 
(en aan schuld te wijten). Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa 
                                                          
22
 Nunung Mahmudah, Op. Cit., Hlm. 11. 
23
 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 220. 
24
 Ibid, Hlm. 224. 
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istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah 
strafwaardig feit (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).25 
Sedangkan menurut Pompe (1958:28), memberikan dua macam 
definisi, yaitu yang besifat teoritis dan yang bersifat perundang-
undangan. Definisi teoritis, ialah pelanggaran norm (kaidah; 
tatahukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang 
harus diberikan pidana dapat mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi tersebut sekaligus 
menggambarkan tujuan hukum pidana, yaitu mempertahankan tata 
hukum dan menyelamatakan kesejahteraan umum yang sesuai 
dengan UUD 1945. Menurut hukum positif atau perundang-undangan, 
peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang 
ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan nalaten 
(pengabaian); tidak berbuat; berbuat pasif; biasanya dilakukan di 
dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian 
perbuatan dan keadaan yang ikut serta, yang disebut gedragstype 
itulah disebut uraian delik.26 
“Tindak pidana” dalam hukum pidana berbeda dengan “perbuatan 
melawan hukum” dalam hukum perdata. Membedakan keduanya, yaitu 
antara “tindak pidana” dan “perbuatan melawan hukum” (yang di dalam 
istilah Bahasa Belanda disebut onrechtmatigedaad dan dalam Bahasa 
Inggris disebut a tort), tidaklah mudah. Hal ini diakui pula oleh Scanlan 
dan Ryan.27 
Tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, keduanya adalah 
salah (wrong) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap 
larangan hukum (commission) atau terhadap kewajiban hukum 
(omission). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi 
                                                          
25
 Ibid, Hlm. 225. 
26
 Ibid, Hlm. 226. 
27
 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 
2007, Hlm. 26. 
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pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu 
merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah 
berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi 
sanksi pidana bila terbukti bersalah.28 
Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud “tindak pidana” adalah 
perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika 
perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan 
perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak 
melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan 
pidana.29 
Orang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dia 
telah melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang. Walaupun 
unsur-unsur setiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai 
unsur-unsur yang sama, yaitu:30 
1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif; 
2. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil); 
3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan 
melawan hukum materil (unsur diam-diam); 
4. Tidak adanya dasar pembenar. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dapat 










 Zainal Abidin Farid, Op. Cit., Hlm. 221. 
31




a. Kejahatan (Misdrijven) 
Kejahatan adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman 
yang lebih berat daripada pelanggaran. Dalam KUHP yang termasuk 
dalam kejahatan antara lain: 
1) Kejahatan terhadap keamanan negara; 
2) Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden; 
3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala 
negara sahabat serta wakilnya; 
4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan; 
5) Kejahatan terhadap ketertiban umum; 
6) Perkelahian tanding; 
7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang 
atau barang; 
8) Kejahatan terhadap penguasa umum; 
9) Sumpah palsu dan keterangan palsu; 
10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas; 
11) Pemalsuan materai dan merek; 
12) Pemalsuan surat; 
13) Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan; 
14) Kejahatan terhadap kesusilaan; 
15) Meninggalkan orang yang perlu ditolong; 
16) Penghinaan; 
17) Membuka rahasia; 
18) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang; 
19) Kejahatan terhadap nyawa; 
20) Penganiyaan; 
21) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan; 
22) Pencurian; 




25) Perbuatan curang (bedrog); 
26) Perbuatan merugikan pemiutang (schuldeischer) atau orang 
yang mempunyai hak (rechthbbende); 
27) Penghancuran atau perusakan barang; 
28) Kejahatan jabatan; 
29) Kejahatan pelayaran; 
30) Penadahan, penerbitan, dan percetakan; 
31) Pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai 
Bab. 
b. Pelanggaran (overtredingen) 
Pelanggaran adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman 
yang lebih ringan daripada kejahatan, yang termasuk jenis 
pelanggaran menurut KUHP antara lain: 
1) Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan 
kesehatan umum; 
2) Pelanggaran ketertiban umum; 
3) Pelanggaran terhadap penguasa umum; 
4) Pelanggaran terhadap penguasa umum; 
5) Pelanggaran menganai asal-usul dan perkawinan; 
6) Pelanggaran kesusilaan; 
7) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan; 
8) Pelanggaran jabatan; 
9) Pelanggaran pelayaran. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus ada rumusan 
dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan dan disertai sanksi. Dalam rumusan 
tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau 
sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 
perbuatan lain yang tidak dilarang. 
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Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:32 
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat 
atau membiarkan); 
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld); 
3. Melawan hukum (onrechtmatig); 
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatooar 
person). 
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).33 
a. Unsur obyektif meliputi: 
Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, 
yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si 
pelaku itu harus dilakukan. Jadi meskipun perbuatan pelaku itu 
memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat 
melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 
pidana. 
Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.34 
Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:35 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUH Pidana 
atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana; 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
                                                          
32
 Sudarto, Hukum Pidana 1, Hlm 32 
33
 Ibid. Hlm. 32. 
34
 Ibid. Hlm. 193. 
35
 Ibid. Hlm. 194. 
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Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan bahwa strafbaar feit 
ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 
hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang 
yang bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan 
Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; 
d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
b. Unsur subyektif meliputi: 
Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, positif atau 
negatif. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu 
akan di hukum apabila sudah ada peraturan pidana yang sebelumnya 
telah mengatur perbuatan tersebut. 
Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hukuman 
yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh 
orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada 
kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak 
pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, 
mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.  
Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana adalah:36 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3. Macam-macam maksud dari ogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 
KUHP; 
                                                          
36
 Ibid. Hlm. 193. 
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5. Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana 
menurut pasal 308 KUHP.  
3. Pertanggungjawaban Pidana 
Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun 
privat harus dimintai pertanggungjawaban. Tiga pendapat tentang arti 
dari melanggar hukum yaitu:37 
1. Bertentangan dengan hukum (objektif); 
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain; 
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk 
melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh 
suatu peraturan hukum. 
Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu 
“kesengajaan” (opzet), dan “kurang berhati-hati” (culpa). Orang dapat 
dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan 
perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, 
yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat 
padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut.38 
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.39 
Selain itu, orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana 
jika dia meskipun tidak sengaja melakukannya, tetapi terjadi perbuatan 
tersebut dimungkingkan karena dia “alpa” atau “lalai” terhadap 
kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat 
dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Celaan ini 
tidak berupa kenapa melakukan perbuatan, padahal mengerti 
(mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, 
                                                          
37
 Nunung Mahmudah, Op. Cit., Hlm. 14. 
38
 Ibid. Hlm. 15. 
39
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed. Revisi, Cet Kedua, 
PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 66. 
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tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang 
seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga 
karenanya masyarakat dirugikan. Kesimpulannya adalah perbuatan 
pidana dimungkinkan terjadi karena kealpaan berikut.40 
a. Actus Reus (Commission dan Omission) 
Dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa actus reus terdiri atas 
act dan omission atau commission dan omission, dimana dalam kedua 
frasa tersebut act sama dengan commission. Oleh karena itu, 
pengertian actus reus bukan mencakup commission saja, tetapi juga 
omission sehingga lebih tepat memberikan padanan kata actus reus 
dengan kata “perilaku”.41 
Perilaku merupakan padanan dari kata conduct dalam bahasa 
Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang 
melanggar ketentuan pidana. Actus reus seyogianya tidak dipadankan 
dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata perbuatan atau 
tindakan merupakan padanan kata dari kata act dalam bahasa 
Inggris.42 
Commission adalah “melakukan” perbuatan tertentu yang dilarang 
oleh ketentuan pidana, dan omission adalah “tidak melakukan” 
perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk 
dilakukan. Dalam hal ini kata “perilaku” lebih luas maknanya daripada 
“perbuatan atau tindakan” yang tidak lain sama artinya dengan act 
atau commission.43 
Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada perbuatan untuk 
melakukan sesuatu, tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan 
tertentu. Jadi, “tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan 
                                                          
40
 Nunung Mahmudah, Loc. Cit. 
41
 Ibid. Hlm. 16. 
42
 Sutan Remy Sjahdeni, Op. Cit., Hlm. 35.  
43
 Nunung Mahmudah, Loc. Cit. 
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oleh ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan, 
tindakan, act, atau commission, namun demikian tetap termasuk 
perilaku yang melanggar hukum.44 
b. Mens Rea 
Sebagai padanan kata dari mens rea, Sutan Remy Sjahdeni 
cenderung menggunakan istilah sikap kalbu.45 Apa yang ada di dalam 
kalbu seseorang merupakan hasil dari proses cipta, rasa, dan karsa 
(kehendak atau keinginan) orang tersebut. Niat seseorang, yang ada di 
dalam kalbunya, untuk membunuh adalah hasil akhir proses dari 
perpaduan pikirannya (cipta), perasaannya (misalnya rasa amarah dan 
kebencian), serta karsa atau kehendak (keinginan), yaitu kehendak 
untuk membunuh yang terpicu oleh pikiran dan perasaan itu. Dalam 
suatu peristiwa pembunuhan, mungkin saja perbuatan membunuh oleh 
perilakunya bukan hasil ciptanya, tetapi paling sedikit merupakan hasil 
dari proses perasaan dan kehendaknya. 
Dengan kata lain, pembunuhan itu dilakukan dengan tanpa 
dipikirkan, apalagi direncanakan sebelumnya, tetapi semata-mata 
akibat gejolak perasaan yang timbul seketika yang kemudian perasaan 
itu mendorong timbulnya kehendak untuk membunuh. Akan tetapi, 
mungkin juga pembunuhan itu adalah implementasi dari pikiran 
pembunuh, yang lebih lanjut pikiran itu telah memicu kehendaknya 
untuk membunuh dan kemudian kehendaknya itu diimplementasikan 
berupa perbuatan (act atau commission) membunuh korban.46 
Kesadaran (awareness atau consciousness), keyakinan (belief), 
keinginan (desire), kewaspadaan (deliberateness), ketidakjujuran 
(dishonesty), perencanaan (foresight), kesembronoan (heedlessness 
atau recklessness), pengetahuan atau hal yang diketahuinya 
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(knowledge), niat (intent), maksud (intention), kebencian (malice), 
kejahatan hati (wickedness), serta kesengajaan (willfulness) semuanya 
merupakan sikap kalbu (state of mind) di mana di antaranya sama 
pengertiannya dipandang dari kaca mata hukum, sedangkan sebagian 
yang lain tidak.47 
Sekalipun demikian, banyak istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan berbagai sikap kalbu manusia yang menjadi pelaku 
tindak pidana. Namun kesemuanya itu dalam hukum pidana hanya 
dibagi dalam dua golongan, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan 
(culpa). Dengan kata lain, mens rea atau sikap kalbu (state of mind) 
terdiri atas kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).48 
Dilihat dari kaca mata hukum pidana, seseorang yang hanya 
memiliki sikap kalbu yang jahat tetapi tidak pernah melaksanakan 
sikap kalbunya itu dalam wujud perilaku, baik terlihat sebagai 
melakukan perbuatan tertentu (act atau commission) atau sebagai 
tindak berbuat sesuatu (omission), tidak dapat dikatakan oleh orang 
tersebut telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana menghendaki 
agar polisi dan penuntut umum membuktikan terlebih dahulu telah 
terjadinya perilaku yang melanggar ketentuan pidana, baru kemudian 
menemukan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, langkah 
berikutnya barulah membuktikan bahwa pelaku tindak pidana memiliki 














B. Tindak Pidana Di Bidang Perikanan IUU FISHING (Illegal, 
Unregulated, and Unreported Fishing) 
1. Definisi Tindak Pidana Di Bidang Perikanan IUU Fishing (Illegal, 
Unregulated, and Unreported Fishing) 
Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.50 Tindak pidana di 
bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur 
menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan 
dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan 
masyarakat, bangsa, dan negara. 
Kegiatan tindak pidana perikanan yang paling umum terjadi di 
wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu: 
1. Penangkapan ikan tanpa izin; 
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; 
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 
terlarang; 
4. Penagkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai 
dengan izin. 
Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama 
menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan 
menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak 
kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah illegal fishing. 
Istilah ini terdapat dalam penjelasan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas UU RI  Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih 
lanjut tentang apa itu illegal fishing. Illegal fishing berasal dari kata 
illegal yang berarti merupakan pelanggaran atau tak sah.51 Fishing 
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yang berarti penangkapan ikan; dari kata fish dalam Bahasa Inggris 
yang berarti ikan; mengambil; merogoh atau mengail.52 
Menurut pakar hukum pidana Tommy sihotang, “Illegal, 
Unregulated, and Unreported fishing” (IUU Fishing) artinya 
penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai 
aturan yang berlaku.53 Beliau mengatakan hal tersebut dalam jurnal 
keadilan Vol. 4 No. 2 yang berjudul “Masalah Illegal, Unregulated, and 
Unreported Fishing dan penanggulangannya melalui Pengadilan 
Perikanan. 
Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International 
Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) 
Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam Konteks implementasi Code 
of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian illegal fishing 
dijelaskan sebagai berikut.54 
1. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh suatu negara 
tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan 
yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau 
kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan 
hukum dan peraturan negara itu (activities conducted by 
national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a 
state, without permission of that state, or in contravention of its 
laws and regulation). 
2. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh kapal perikanan 
berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota 
organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries 
Management Organization (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-
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kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi 
dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. 
Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau 
aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional 
(activities conducted by vessels flying the flag of states that are 
parties to a relevant regional fisheries management organization 
(RFMO) but operate in contravention of the conservation and 
management measures adopted by the organization and by 
which states are bound, or relevant provisions of the applicable 
international law). 
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan 
perundang-undangan suatu negara atau ketentuan 
internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara 
anggota RFMO (activities in violation of national laws or 
intenational obligations, including those undertaken by 
cooperating stares to a relevant regional fisheries management 
organization (RFMO)). 
2. Perkembangan Illegal Fishing 
Tindakan Illegal Fishing terjadi hampir di seluruh belahan dunia. 
Illegal Fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah 
terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai 
internasional. Dewasa ini, tindakan Illegal Fishing telah berubah cara 
beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada 
pertengahan tahun 1990-an. 
Tindakan Illegal Fishing belum menjadi isu transnasional yang 
diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Namun 
secara de facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi 
dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang 
merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya 
perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan khusus dalam 
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rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi 
internasional yang mengatur isu ini adalah Food and Agriculture 
Organization (FAO). 
FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan Illegal 
Fishing ke dalam ketentuan-ketentuan Code of Conduct for 
Responsible Fisheries (Code of Conduct). Ketentuan tersebut 
memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya 
perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu terdapat juga aspek 
ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan Illegal Fishing. 
Tingginya angka tindakan Illegal fishing di perairan Asia Tenggara 
dan Pasifik serta kondisi overfishing yang mengancam 
keberlangsungan sumber daya perikanan dan kelautan, membuat 
negara-negara di sekitar kawasan tersebut saling berkerja sama untuk 
melakukan penanggulangan Illegal Fishing dengan membentuk rezim 
seperti International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (the IPOA IUU Fishing) 
dan Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices 
including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (RPOA IUU) 
Fishing in the Region. 
Kerjasama yang terjalin antara negara-negara tersebut merupakan 
kerja sama yang menarik bila dicermati. Dalam rezim RPOA terdapat 2 
(dua) kepentingan besar dari negara-negara yang bersepakat. Di satu 
sisi, negara-negara menghendaki agar tindakan penangkapan ikan 
dapat berjalan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan 
peraturan-peraturan yang telah disepakati secara internasional 
maupun yang telah ditetapkan negara pantai. Namun di sisi lain 
kebutuhan akan sumber daya ikan sangat besar, membuat berbagai 
pihak berupaya memenuhi kebutuhan tersebut walaupun cara yang 
dipergunakan ternyata ilegal. Cara yang ilegal tersebut kemudian 
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ternyata disadari tidak membutuhkan biaya operasional yang besar, 
maka semakin melanggengkan tindakan Illegal Fishing.55 
3. Pengaturan Illegal Fishing 
Illegal fishing diatur dalam pengaturan Internasional dan Nasional, 
antara lain: 
a. Pengaturan Internasional 
1) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 
(selanjutnya disebut UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), akan tetapi 
mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial 
maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun 
perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan 
yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Negara pantai dapat 
memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya 
terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut 
membawa dampak bagi negara pantai atau menganggu keamanan 
negara pantai. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam 
Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai 
tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal 
tersebut. 
Pasal 27 ayat 5 UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada 
Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan 
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda 
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jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Dalam 
Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak 
mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal 
konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan 
penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak 
kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan 
reasonable bond yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman 
terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk 
hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara 
pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) dan 
bukan kedaulatan. 
2) International Plan of Action to Deter, Prevent, and Elliminate 
Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUU), 200156 
IPOA-IUU dibentuk sebagai sebuah instrumen internasional 
yang tidak mengikat dalam kerangka CCRF, untuk merespon 
keperihatinan Sidang Komisi Perikanan Organisasi Pangan dan 
Pertanian PBB yang ke-23 pada bulan Februari tahun 1999. 
Selanjutnya, pertemuan tingkat menteri di Organisasi Pangan dan 
Pertanian PBB pada bulan Maret tahun 1999 menyatakan 
kekhawatiran akan meningkatnya kegiatan IUU Fishing dan 
memutuskan agar Organisasi Pangan dan Pertanian PBB 
menyusun suatu rencana aksi global untuk menghadapi segala 
bentuk IUU Fishing. Pada tahun 2001 sidang dari Komisi Perikanan 
Organisasi  Pangan dan Pertanian PBB secara consensus 
menerima IPOA-IUU, dan sejak itu semua negara anggota FAO 
diminta untuk melaksanakan IPOA-IUU tersebut melalui suatu 
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rencana aksi nasional (National Plan of Action/NPOA) untuk 
menghapus IUU Fishing. 
Menurut salah satu ketentuan dalam instrument ini ialah 
organisasi pengelolaan perikanan regional diwajibkan untuk 
mengambil langkah-langkah dalam rangka memperkuat dan 
mengembangkan cara-cara baru sesuai dengan hukum 
internasional dalam pencegahan, pengurangan, dan penghapusan 
IUU Fishing, antara lain:57 
1. Penguatan kelembagaan dari organisasi pengelolaan perikanan 
regional dengan tujuan meningkatkan kemampuannya untuk 
mencegah, mengurangi dan menghapus IUU Fishing; 
2. Penetapan tindakan-tindakan penataan menurut hukum 
internasional; 
3. Penyusunan dan pengimplementasian peraturan yang 
komprehensif tentang kewajiban melapor bagi kapal-kapal 
perikanan; 
4. Program kerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan 
regional untuk pertukaran informasi mengenai kapal-kapal 
perikanan yang melakukan atau mendukung kegiatan IUU 
Fishing; 
5. Penguatan system pemantauan, pengawasan dan 
pengendalian terhadap kapal-kapal perikanan dan kegiatan 
perikanan antara lain melalui system pemantauan kapal; 
6. Penetapan prosedur untuk menaiki dan memeriksa kapal-kapal 
perikanan yang melakukan kegiatan IUU Fishing sesuai dengan 
hukum internasional dengan menghormati hak-hak dan 
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kewajiban-kewajiban dari nahkoda kapal dan petugas 
pemeriksa. 
3) The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries 
Untuk menggalakkan pengelolaan perikanan jangka panjang 
yang berkelanjutan, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada 
tahun 1995 mengeluarkan CCRF (aturan perilaku tentang 
pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab). CCRF berisi 
pedoman, prinsip-prinsip dan standar yang berlaku untuk kegiatan 
perikanan yang bertanggung jawab. Tujuan utama dari CCRF ini 
adalah untuk menjamin langkah-langkah konservasi dan 
pengelolaan perikanan yang efektif dengan memperhatikan aspek-
aspek lingkungan, biologis, teknis, ekonomis, social, dan niaga.58 
4) Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing 
Practices including Combating Illegal, Unreported and 
Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007. 
Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing 
Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated 
(IUU) Fishing in the Region (selanjutnya disebut RPOA) bertujuan 
untuk mempromosikan tindakan penangkapan ikan yang 
bertanggung jawab termasuk untuk pemberantasan IUU Fishing di 
wilayah itu. RPOA disahkan di Bali-Indonesia pada tanggal 4 Mei 
2007 oleh 11 Menteri yang bertanggung jawab untuk perikanan dari 
11 negara sebagai komitmen daerah. RPOA merupakan inisiatif 
bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah 
Australia dalam memerangi kegiatan IUU Fishing. Dalam Rapat 
pertama pertemuan Komite Koordinasi RPOA diadakan di Manila-
Filipina, pada tanggal 28-30 April 2008, disepakati bahwa Komite 
akan diminta untuk secara berkala melaporkan kepada Menteri 
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Perikanan tentang kemajuan implementasi dan langkah-langkah 
tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan RPOA tersebut. 
Pertemuan ini juga sepakat bahwa komite koordinasi dapat jika 
diperlukan mengatur sementara kelompok kerja teknis untuk 
menyediakan informasi dan saran pada sumber daya perikanan di 
daerah dan hal-hal terkait yang relevan dengan konservasi dan 
manajemen, dan untuk mengatasi teknis tertentu atau isuisu berkaitan 
dengan pelaksanaan RPOA tersebut. 
b. Pengaturan Nasional 
1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 
Lahirnya UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 
RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan antisipasi 
pemerintah atas perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum 
dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya 
ikan. Beberapa kelemahan dari UU RI Nomor 31 Tahun 2004 terjadi 
pada aspek manajemen pengelolaan perikanan, aspek birokrasi dan 
aspek hukum yang dimana dalam aspek hukum tersebut mengenai 
masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau 
kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang 
perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut. 
Untuk itu pemerintah merasa perlu melakukan perubahan. Dalam 
penjelasan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 perubahan-perubahan 
tersebut meliputi: 
1. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut 
masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam 
penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, 
penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama 
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mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan 
fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk 
kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa 
penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 
2. Masalah pengelolaan perikanan, antara lain, kepelabuhanan 
perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. 
3. Diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga 
mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia. 
Disamping itu, perubahan terhadap UU RI Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada 
nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, antara lain, dalam 
aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai system 
pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan penegasan 
sanksi pidana. Seluruh tindak pidana dalam perikanan baik itu 
termasuk dalam kejahatan maupun termasuk dalam pelanggaran, 
termuat di dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
Jo. UU RI Nomor 45 Tahun 2009 pasal 103 ayat (1) dan (2) yakni 
yang termasuk kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 
86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. 
Sedangkan yang termasuk pelanggaran diatur dalam Pasal 87, 
Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 
99, dan Pasal 100. 
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan 
pelaksanaannya lainnya seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan; 
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3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan; 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang 
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan; 
5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan 
Tindak Pidana di Bidang Perikanan; 
6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.14/MEN/2005 Tentang Komisi Nasional Pengkajian 
Sumber Daya Ikan; 
7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2005 Tentang Penangkapan Ikan dan/atau 
Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik 
Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial; 
8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. 
C. Proses Peradilan Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia 
Proses peradilan pidana merupakan setiap tahapan yang dilewati 
oleh pelaku tindak pidana dalam rangka membuat terang tindak pidana 
yang telah terjadi sampai dengan penjatuhan hukuman untuk pelaku.59 
Sejalan dengan itu Loebby Loqman membedakan pengertian 
antara sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana. 
Dikatakan bahwa sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau 
faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga 
menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai 
pada tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana 
adalah dalam arti jalannya suatu peradilan pidana, yakni suatu proses 
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sejak seorang diduga telah melakukan tindak pidana yang telah 
dijatuhkan padanya.60 
Terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan, terdapat 
kekhususan dalam proses pidananya, dalam artian bahwa UU 
perikanan telah menetapkan adanya sistem dan proses peradilan 
pidana khusus untuk pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan 
tindak pidana perikanan. 
Dalam hukum acara pidana di bidang perikanan tetap 
memberlakukan KUHAP disamping UU perikanan yang telah ada yang 
mengikuti asas lex spesialis derogate lex generalis (hukum yang 
khusus mengesampingkan hukum yang umum) yang berarti sepanjang 
belum diatur dalam UU perikanan masih tetap berlaku peraturan umum 
yang ada dalam KUHAP. 
Adapun tahap-tahap penyelenggaraan proses peradilan tindak 
pidana di bidang perikanan adalah sebagai berikut: 
1. Penyidikan 
Dalam KUHAP, pengertian penyelidikan dan penyidikan 
dipisahkan. Dalam KUHAP pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa 
penyelidikan sebagai “Serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan 
penyidikan menurut KUHAP pasal 1 angka 2 berbunyi 
“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 
                                                          
60
 Loebby Loqman, HAM dalam HAP, Datacom, Jakarta, 2002, Hlm. 14 dan 22. 
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Dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 Jo. UU RI Nomor 45 tahun 
2009 pasal 72 berbunyi “Penyidikan dalam perkara tindak pidana di 
bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, yang 
selanjutnya pada pasal 73 penyidik tindak pidana di bidang 
perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, 
Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Adapun wewenang penyidik dalam tindak pidana perikanan 
adalah sebagai berikut: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana di bidang perikanan; 
b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk 
didengar keterangannya; 
c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai 
tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 
d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga 
digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak 
pidana di bidang perikanan; 
e. Menghentikan, memeriksa menangkap, membawa, dan/atau 
menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan 
tindak pidana di bidang perikanan; 
f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha 
perikanan; 
g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di 
bidang perikanan; 
h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan tindak pidana di bidang perikanan; 
i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 
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j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan 
dan/atau hasil tindak pidana; 
k. Melakukan penghentian penyidikan; dan 
l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Adapun mekanisme penanganan perkara tindak pidana di 
bidang perikanan tahap penyidikan ialah: 
a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 
memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada 
penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan 
adanya tindak pidana di bidang perikanan; 
b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan 
tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari; 
c. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut  
umum selama 10 (sepuluh) hari apabila pemeriksaan yang 
belum selesai; 
d. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan tersangka 
dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan 
tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi; 
e. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik harus sudah 
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum; 
f. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan 
dimulainya penyidikan. 
2. Penuntutan  
Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, 
penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada 
penuntut umum, agar perkara dapat dilanjutkan ketahap 
selanjutnya yakni tahap penuntutan. 
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Dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 Jo. UU RI Nomor 45 tahun 
2009 pasal 74 “Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang 
perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perikanan yang 
berlaku.” 
Menurut pasal 1 angka 17 KUHAP Penuntutan adalah 
“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 
pengadilan yang berwenang dan dalam hal dan cara yang diatur 
dalam undang-undang dengan permintaan untuk diperiksa dan 
diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” 
Untuk menjadi penuntut umum tindak pidana di bidang 
perikanan harus memenuhi beberapa syarat sesuai dalam Pasal 75 
ayat 2 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa: 
a. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun; 
b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang 
perikanan; dan 
c. Cakap dan memeliki integritas moral yang tinggi selama 
menjalankan tugasnya. 
Adapun mekanisme penanganan perkara tindak pidana di 
bidang perikanan tahap penuntutan adalah: 
a. Penuntut umum memberitahukan hasil penelitiannya kepada 
penyidik dalam waktu 5 hari sejak tanggal diterimanya 
berkas penyidikan; 
b. Jika hasil penyidikan tidak lengkap, penuntut umum harus 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai 
dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi; 
c. Dalam waktu paling lama 10 hari, penyidik harus kembali 
menyampaikan berkas perkara yang kurang lengkap tadi 
kepada penuntut umum; 
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d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 
hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara 
kepada penyidik; 
e. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Ketua 
Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak tanggal berkas 
perkara dinyatakan lengkap (P-21); 
f. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat 
melakukan penahanan selama 10 hari; 
g. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Negeri selama 10 hari jika pemeriksaan belum 
selesai. 
3. Sidang Pengadilan 
Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara 
dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu masuk 
wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Dalam hal Pengadilan 
Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat 
bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan 
menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan 
hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. 
Dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 Jo. UU RI Nomor 45 tahun 
2009 pasal 77 “Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara 
tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum 
acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 
ini.” 
Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karir dan hakim 
ad hoc. Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc 
dan 1 (satu) hakim karir. Hakim karir ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Sementara hakim ad hoc 




Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa 
kehadiran terdakwa. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari 
penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan 
perkara dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa. 
Untutk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan 
berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. 
Jangka waktu penahanan apabila diperlukan guna kepentingan 
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) 
hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan terdakwa 
dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan 
berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. 
Dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di 
bidang perikanan di bentuk suatu pengadilan khusus yaitu 
pengadilan perikanan yang berada dalam lingkungan peradilan 
umum. Di Indonesia sendiri baru terbentuk 10 pengadilan perikanan 
yaitu di daerah Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, 
Tanjung Pinang, Ranai di Provinsi Kepulauan Riau, Ambon, Sorong 
dan Marauke. Apabila tindak pidananya terjadi di daerah-daerah 
yang tidak ada pengadilan perikanan maka pemeriksaannya tetap 
dilakukan di masing-masing pengadilan yang berwenang. Hal ini 
sejalan dengan pasal 106 UU perikanan yang menyatakan bahwa 
untuk perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar 
daerah hukum pengadilan perikanan yang telah ada tetap 
diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang 
berwenang. 
Ketentuan ini dipertegas juga dalam Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa tindak 
pidana yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan 
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diperlakukan sesuai ketentuan pasal 106 dan 107 UU RI Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan. 
4. Upaya Hukum 
a. Banding 
Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke 
pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. 
Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan 
tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua 
puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud 
apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang 
bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut 
tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan 
sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan 
pemeriksaan sudah terpenuhi. 
b. Kasasi 
Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke 
Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal hukum pengadilan berkas perkara diterima oleh 
Mahkamah Agung.  
Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah 
Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua 
puluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut apabila 
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, 
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dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 
10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup 
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum 
jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan 
sudah terpenuhi. 
5. Putusan Pengadilan  
Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu 
pernyataan yang oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi 
wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa 
antara para pihak. 
Dalam Dalam Pasal 10 KUHP dikenal ada dua jenis hukuman 
pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok 
merupakan hukuman yang wajib di jatuhkan hakim yang terdiri atas 
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. 
Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, 
yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang 
tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 
Apabila hakim memutuskan pemidanaan pada terdakwa maka 
pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara 
perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU 
RI tentang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana 
tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan 
pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut. 
Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat 
kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik 
pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) 
dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan 
bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga 
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hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, 
melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya. 
Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana 
denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan 
agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain 
wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib 
membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit. 
Adapun pelaksanaan macam-macam pemidanaan yang diputus 
hakim dalam tindak pidana perikanan adalah sebagai berikut: 
Terhadap terdakwa: 
a. Pidana Penjara/kurungan: 
Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana 
penjara atau kurungan antara lain: 
1. Menerima salinan pitusan pengadilan dan panitera pengadilan 
negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 minggu untuk perkara 
biasa dan 14 hari untuk perkara dengan acara singkat; 
2. Kepala Kejaksaan menggunakan surat perintah pelaksanaan 
putusan pengadilan; 
3. Menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan; 
4. Membuat Laporan Pelaksanaan. 
Berdasarkan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan 
terhadap pidana penjara atau kurungan pada poin 2 disebutkan 
bahwa kepala kejaksaan negeri mengeluarkan surat perintah 
pelaksanaan putusan pengadilan, dengan dikeluarkannya surat 
perintah tersebut maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk 
melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. 
Kemudian apabila seorang terpidana dipidana penjara atau 
kurungan lebih dari satu putusan, maka pidana itu dijalankan 
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berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih 
dahulu (Pasal 273 KUHAP). 
b. Pidana Denda: 
Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada 
terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar 
denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat 
yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHAP). 
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun 
1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan 
“harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 ayat (1) KUHAP harus 
diartikan: 
1. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan 
diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat 
diucapkan; 
2. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan 
diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat 
putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana. 
Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran 
pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. 
Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling 
lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum 
juga dibayar oleh terpidana, maka eksekusi pidana dendanya 
diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda (Pasal 
30 ayat (2) KUHP). 
Terhadap Barang Bukti: 
a. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak menerima 
Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda 
yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan 
dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak 
sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-undang 
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tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak 
tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut 
dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah 
mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai 
perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam 
pemeriksaan sidang di pengadilan (Afiah, 1988: 199). 
Afiah (1988:200-203) yang disebut orang yang berhak 
menerima barang bukti antara lain: 
1) Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu 
orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang 
itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang 
itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam 
pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak 
atas barang tersebut. 
2) Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang 
dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang 
tersebut. Namun dalam pemeriksaan ternyata benda 
tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak 
sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara 
kejahatan terhadap harta benda. 
3) Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut 
sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka 
berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim 
menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli 
waris atau keluarganya. 
4) Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula 
dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda 
tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah 
benar-benar mempunyai ha katas benda tersebut. 
b. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan 
Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak 
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi adalah benda yang 
merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau yang dihasilkan 
dari kejahatan tersebut seperti bahan-bahan kimia atau bahan 




c. Barang bukti dirampas untuk kepentingan Negara 
Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas 
untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak 
pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, 
narkotika. Barang tersebut dijual lelang yang dimana pelaksanaan 
lelang tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) kemudian hasil lelang tersebut di setor 
ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Akan 
tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual 
lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk 
diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. 
Menurut pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, “Benda 
tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan 
sesusai dengan ketentuan yang berlaku”. Misalnya bahan peledak, 
amunisi, atau senjata api diserahkan kepada Departemen 
Pertahanan dan Keamanan. 
D. Penuntut Umum 
1. Definisi Penuntut Umum 
Pengertian tentang Penuntut Umum tertuang dalam pasal 1 angka 
6 KUHAP yaitu: 
a. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksankan 
penetapan hakim. 
b. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Menurut pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa: 
“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-
Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” 
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Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan 
yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan Negara di bidang 
penuntutan. 
2. Tugas dan Wewenang 
Berdasarkan pasal 30 UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan 
adalah: 
Di bidang pidana: 
1. Melakukan penuntutan; 
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat; 
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang; 
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
 
Di bidang perdata dan tata usaha negara: 
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam 
maupun di luar pengadilan untuk dan atas Nama negara atau 
pemerintah. 
Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan: 
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
3. Pengawasan peredaran barang cetakan; 
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara; 
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 




Oleh karena tugas dan wewenangnya diatas maka, aplikasi peran 
jaksa dalam penegakan hukum pidana tindak pidana perikanan 
dilaksanakan melalui kegiatan penuntutan dan eksekusi sebagai 
berikut: 
a. Penuntutan: 
(1) Menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan; 
(2) Menerima penyerahan tahap I (berkas pemeriksaan); 
(3) Mengembalikan berkas yang belum lengkap; 
(4) Melengkapi berkas yang belum lengkap; 
(5) Pemberitahuan kepada penyidik tentang penunjukan penuntut 
umum; 
(6) Menerima penyerahan tahap II (berkas pemeriksaan, tersangka 
dan barang bukti); 
(7) Perpanjangan penahanan; 
(8) Mengisi riwayat perkara; 
(9) Membuat surat dakwaan; 
(10) Pelimpahan perkara ke pengadilan negeri; 
(11) Pemanggilan tersangka dan saksi; 
(12) Pembacaan surat dakwaan; 
(13) Membuat tangkisan dan perlawanan; 
(14) Mengadakan pembuktian; 
(15) Membuat laporan hasil sidang; 
(16) Membuat tuntutan pidana; 
(17) Membuat replik; 
(18) Menerima atau menolak putusan pengadilan; 
(19) Melaksanakan penetapan hakim; 
(20) Melakukan upaya hukum. 
b. Eksekusi: 
Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap berupa: Hukuman pokok (pidana badan dan 
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pidana denda). Hukuman tambahan: Perampasan barang untuk 
negara dan pengembalian barang. 
3. Ruang Lingkup Kejaksaan 
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 
melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. 
Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan 
keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilh oleh dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan 
Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara 
khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu 
kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.61 
Mengacu pada UU RI Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan 
UU RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 
kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk 
lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan 
kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta 
pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selanjutnya disebut  
KKN. Di dalam undang-undang kejaksaan yang baru ini, kejaksaan 
Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, 
tugas dan wewenang secara merdeka, terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 
2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). 
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin 
oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 
kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU RI Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan 
bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran 
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strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan 
berada di poros dan mejadi filter antara proses penyidikan dan proses 
pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan 
dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan sebagai 
pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi 
kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan 
ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut 
Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, kejaksaan juga merupakan 
satu-satunya intansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). 
Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran 
lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat 
mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara 
sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana 
kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta 
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A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi yang 
diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan 
penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan meilih lokasi 
penelitian di Kota Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Pangkep dan Kejaksaan Negeri Pangkep. Lokasi penelitian 
dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Pangkep 
merupakan tempat diputus perkara No. 59/Pid.Sus/2015 serta 
Kejaksaan Negeri Pangkep yang menangani kasus tersebut yang 
merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
B. Jenis Sumber Data 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan data yang dapat digunakan 
untuk menganalisa masalah yang dihadapi serta menghasilkan 
kesimpulan yang objektif. 
Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan 
laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang 
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telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang 
terjadi di masyarakat sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-
data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data yang berupa: 
1. Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara 
mengumpulkan data dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan 
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
2. Studi Lapangan atau Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data 
dengan Cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini 
melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berkompeten guna memperoleh data akurat. 
D. Analisis Data 
Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian 
diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam 
hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data 
yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum 
Tetap Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 
59/Pid.Sus/2015/PN.Pkj 
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pelaksanaan putusan 
hakim yang telah berkekuatan hukum tetap oleh penuntut umum dalam 
perkara pidana perikanan No 59/Pid.Sus/2015/PN.Pkj, penulis ingin 
membahas sedikit tentang posisi kasus perkara pidana ini. 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa BAHAKING DAENG SIRUA, berumur 30 tahun, berjenis 
kelamin laki-laki, pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 
09.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, 
bertempat di Perairan Tuppabiring sekitar 4 (empat) mil dari Pulau 
Balang Caddi Kabupaten Pangkep dengan titik koordinat lintang bujur 
E. 04050‟949” dan S. 119026‟935”, atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain dalam perairan wilayah Republik Indonesia dengan 
sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat 
penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 
Bahwa saat terdakwa bersama 4 (empat) Anak Buah Kapal (ABK) 
berada di perairan Tuppabiring dengan tujuan menangkap ikan diatas 
kapal KMN. NUSA INDAH dengan menggunakan pukat Tarik atau 
jaring catrang, berhasil ditemukan dan dilakukan penangkapan oleh 
petugas Polisi Polairut Pangkep. Setelah memeriksa kapal KMN. 
NUSA INDAH tersebut, ditemukan barang bukti berupa ikan hasil 
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tangkapan sebanyak 1 (satu) gabus yang terdiri dari ikan ciko-ciko, 
ikan bete-bete-, ikan kerung-kerung dan ikan buntala. 
Bahwa perbuatan terdakwa sebagai pemilik dan nahkoda kapal 
KMN. NUSA INDAH untuk melakukan penangkapan ikan dengan 
menggunakan jaring catrang dapat mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia yang termasuk tindak pidana dalam 
perikanan. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Bahwa ia terdakwa BAHAKING DAENG SIRUA secara bersama-
sama dengan saksi MANDA DG. SESE BIN MATTU, saksi SAHRIR 
BIN DAENG SUTTE, Lk. SYARIFUDDIN dan Lk. AHMAD (perkaranya 
diajukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 
sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
Tahun 2015, bertempat di Perairan sebelah Utara Pulau Balang Caddi 
Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep, atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Pangkajene, mereka yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, 
menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan 
dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9, yang dilakukan terdakwa dengan cara 
sebagai berikut: 
Bahwa ketika saksi Abd. Rahman dan saksi Bahtiar bersama 
anggota Satuan Polisi Perairan Polres Pangkep sedang 
melaksanakan patroli dan melintas diperairan Tuppabiring pada waktu 
dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kemudian 
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anggota Satuan Polisi Perairan Polres Pangkep tersebut menemukan 
Kapal KMN. NUSA INDAH yang sementara dinahkodai oleh terdakwa 
beranggotakan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sedang 
mencari ikan dengan menggunakan pukat tarik atau jaring catrang di 
Perairan Tuppabiring sekitar 4 (empat) mil dari Pulau Balang Caddi 
dengan titik koordinat lintang bujur E. 04-50-949 dan S. 119-26-935 
dan ketika anggota Satuan Polisi Perairan Polres Pangkep berhasil 
mendekati Kapal tersebut, ditemukan barang bukti berupa ikan hasil 
tangkapan sebanyak 1 (satu) gabus yang terdiri dari ikan ciko-ciko, 
ikan bete-bete-, ikan kerung-kerung dan ikan buntala. 
Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa bersama 
ke-4 Anak Buah Kapal (ABK) dilakukan dengan cara bermula saat ada 
aba-aba dari terdakwa sebagai nahkoda kapal untuk melempar atau 
menurunkan jaring,  sehingga Anak Buah Kapal (ABK) yakni saksi 
Manda pun langsung membuang tali ranrang  yang panjangnya 
kurang lebih 50 meter yang ujungnya dikasih pelampung, setelah itu 
saksi Ahmad dan saksi Syarifuddin bertugas membuang jaring catrang 
dan setelah jaring catrang sudah turun semua kelaut selanjutnya 
Syahrir bertugas untuk mengambil ujung tali ranrang tersebut dan 
dililitkan pada mesin troll yang digunakan untuk menarik jaring catrang 
keatas kapal dan setelah jaring berhasil ditarik keatas kapal kemudian 
pengikat dari jaring catrang dibuka untuk mengeluarkan ikan dari 
dalam jaring. 
Bahwa penggunaan jaring catrang dalam mencari ikan yang 
dilakukan terdakwa bersama ke-4 Anak Buah Kapal (ABK) yakni 
Manda Dg. Sese Bin Mattu, saksi Sahrir Bin Daeng Sutte, Lk. 
Syarifuddin dan Lk. Ahmad tersebut, dapat mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 
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2/PERMEN-KP/2015 tahun 2015 tentang Larangan Penggunanaan 
Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 85 
Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-saksi 
dan terdakwa di persidangan maka tuntutan pidana Penuntut Umum 
yaitu sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa BAHAKING DAENG SIRUA terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“secara bersama-sama telah menggunakan alat penangkapan 
ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu 
dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal 
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BAHAKING DAENG 
SIRUA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 
dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan; 
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit Kapal KMN. NUSA INDAH bermesin Jiandong 
30 PK dan Jiandong 24 PK, dirampas untuk Negara; 
- 1 (satu) jaring penangkapan ikan (catrang); 
55 
 
- 1 (satu) gabus dengan bermacam-macam jenis ikan kecil-
kecil yakni ikan ciko-ciko, bete-bete, kerung-kerung, dan ikan 
buntal, dan barang bukti ikan tersebut telah dinyatakan 
rusak/membusuk, sebagaimana dijelaskan dalam Berita 
Acara Mati/Rusaknya Barang Bukti dari Penyidik Polairut 
Polres Pangkep tanggal 27 Mei 2015, namun terdapat 
beberapa ekor ikan untuk dijadikan sample/contoh 
pembuktian dipersidangan; 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
- Surat-surat atau Dokumen Kapal yaitu Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIUP), Kartu Tanda Pengenal Nelayan 
Andong, Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), Pas 
Kecil yang masa berlakunya sudah mati; 
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat dokumen kapal yang sudah 
rusak; 
Dikembalikan kepada Terdakwa. 
4. Menetapkan supaya terdakwa BAHAKING DAENG SIRUA 
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu 
rupiah). 
4. Amar Putusan 
Mengingat dan memperhatikan Pasal 85 UU RI Nomor 45 Tahun 
2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan Jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang serta 
peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini: 
1. Menyatakan terdakwa BAHAKING DAENG SIRUA terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Turut serta menggunakan alat penangkap ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia”; 
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2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit Kapal KMN NUSA INDAH bermesin Jiandong 
30 PK dan Jiandong 24 PK; 
- Surat-surat atau dokumen Kapal yaitu Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIUP), Kartu tanda Pengenal Nelayan 
Andong, Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), Pas 
Kecil yang masa berlakunya mati; 
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat dokumen kapal yang sudah 
rusak; 
Dikembalikan kepada Terdakwa Bahaking Daeng Sirua. 
- Jaring Penangkapan ikan (Catrang); 
- 1 (satu) gabus dengan bermacam-macam jenis ikan kecil-
kecil yakni ikan ciko-ciko, bete-bete, kerung-kerung, dan ikan 
buntal, dan barang bukti ikan tersebut telah dinyatakan 
rusak/membusuk, sebagaimana dijelaskan dalam Berita 
Acara Mati/Rusaknya Barang Bukti dari Penyidik Polairut 
Polres Pangkep tanggal 27 Mei 2015; 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 





5. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Oleh Penuntut Umum 
1. Barang Bukti dikembalikan kepada yang berhak/Terdakwa 
-  1 (satu) unit Kapal KMN NUSA INDAH bermesin Jiandong 
30 PK dan Jiandong 24 PK; 
- Surat-surat atau dokumen Kapal yaitu Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIUP), Kartu tanda Pengenal Nelayan 
Andong, Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), Pas 
Kecil yang masa berlakunya mati; 
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat dokumen kapal yang sudah 
rusak; 
2. Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan 
- Jaring Penangkapan ikan (Catrang); 
- 1 (satu) gabus dengan bermacam-macam jenis ikan kecil-
kecil yakni ikan ciko-ciko, bete-bete, kerung-kerung, dan ikan 
buntal, dan barang bukti ikan tersebut telah dinyatakan 
rusak/membusuk, sebagaimana dijelaskan dalam Berita 
Acara Mati/Rusaknya Barang Bukti dari Penyidik Polairut 
Polres Pangkep tanggal 27 Mei 2015; 
Dari keterangan Ibu Novita Irma Yulistyani SH selaku Jaksa 
Pratama di Kejaksaan Negeri Pangkajene menanggapi kasus diatas 
tentang pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 
oleh Penuntut Umum ialah sebagai berikut:  
“Selama proses hukum berlangsung, barang bukti berupa kapal 
KMN. NUSA INDAH yang disita kami titip di POLAIRUT Pangkep 
karena belum adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN) di Kota Pangkep dan terbatasnya tempat 
penyimpanan di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pangkep.” 
Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda 
sitaan disimpan dalam rumah penyitaan benda sitaan Negara yang 
dikenal dengan Nama RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda 
Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh 
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Negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 3 PP No.27 
tahun 1983). 
Tugas RUPBASAN adalah Melakukan Penyimpanan Benda Sitaan 
dan Barang Rampasan Negara. Sedangkan Fungsi RUPBASAN 
adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan 
Negara; 
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang 
rampasan Negara; 
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN. 
Pada prinsipnya semua benda sitaan dan barang rampasan Negara 
disimpan di RUPBASAN, namun jika dalam suatu wilayah hukum 
belum terbentuk RUPBASAN maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat 
(1) KUHAP disebutkan: 
“Selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di 
tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut 
dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di 
kantor Kejaksaan Negeri, di kantor pengadilan Negeri, dan di 
gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat 
penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.” 
Selain dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, ketentuan 
mengenai penyimpanan benda sitaan dalam hal belum terdapat 
RUPBASAN kemudian diatur kembali dalam pasal 39 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
KUHAP dengan bunyi: 
“Sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasarkan peraturan 
pemerintah ini, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan 
di Kantor Kepolisian Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan 
Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, dan tempat-tempat lain sesuai 




“Setelah kami menerima salinan putusan dari Panitera Pengadilan 
yang artinya putusan telah inkracht, Bapak Kepala Kejaksaan 
menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dan menunjuk 
penuntut umum yang menangani kasus tersebut untuk 
melaksanakan putusan. Dalam Hal ini, putusan tersebut 
mengatakan barang bukti berupa kapal dikembalikan kepada 
terdakwa maka prosedurnya adalah Jaksa Penuntut Umum yang 
telah ditunjuk menyampaikan Surat undangan kepada pemilik 
barang bukti untuk mengambil barang miliknya di Kejaksaan atau 
dalam hal ini di Kantor Polairut Pangkep kemudian membuat Berita 
Acara Pengembalian Barang Bukti. Untuk masalah barang bukti 
yang dirampas untuk dimusnahkan, jika barang bukti tersebut 
mudah rusak dalam hal ini ikan, sebelum dimusnahkan, terlebih 
dahulu kami foto sebagai barang bukti dipersidangan kemudian 
ikan tadi kami musnahkan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri 
setelah itu dibuatkan berita acara, untuk barang bukti lain yang 
dimusnahkan menunggu putusan hakim yang inkracht yakni dalam 
hal ini adalah alat penangkapan ikan berupa cetrang, prosedurnya 
adalah kurang lebih sama dengan prosedur mengenai 
pengembalian barang bukti kepada terdakwa yakni setelah 
menerima perintah Pelaksanaan Putusan, jaksa penuntut umum 
yang telah ditunjuk kemudian langsung melaksanakan pemusnahan 
barang bukti dengan cara dibakar sehingga tidak dapat 
dipergunakan lagi yang disaksikan oleh dua orang saksi setelah itu 
membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.” 
Berdasarkan keterangan ibu Novita tersebut, penulis 
mengemukakan beberapa hal antara lain sebagai berikut: 
1. Prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa 
Agung Muda Pidana Umum (SE JAMPIDUM) Nomor B-
235/E/3/1994 tentang eksekusi putusan pengadilan yang berbunyi 
sebagai berikut: 
a. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, prosedurnya 
adalah setelah putusan inkracht, jaksa menyampaikan surat 
undangan kepada pemilik barang bukti untuk mengambil barang 
miliknya di kantor kejaksaan, atau dalam keadaan tertentu jaksa 
mengantar langsung barang bukti kepada alamat yang 




b. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, prosedurnya adalah 
setelah putusan inkracht jaksa melaksankan pemusnahan 
barang bukti dengan memperhatikan jenis barang yang 
dimusnahkan. Untuk barang-barang tertentu, jaksa harus 
melihat ketentuan SE JAMPIDSUS Nomor B-
421/F/Fek.2/8/1985 perihal petunjuk teknis tentang permohonan 
pelelangan dan penanganan hasil dinas kejaksaan dalam 
melakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti 
dilaksankan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk 
jenis barang berupa narkoba dan senjata api, pemusnahannya 
disaksikan oleh MUSPIDA (Musyarawarah Pimpinan Daerah). 
c. Barang bukti dirampas unutk negara, prosedurnya adalah 
setelah putusan inkracht, jaksa muda pidana umum 
menyerahkan barang bukti kepada sub bagian pembinaan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Kemudian sub 
bagian pembinaan menentukan harga minimum barang, 
selanjutnya sub bagian pembinaan menyerahkan barang 
rampasan tersebut kepada KPNKL guna dilaksanakan lelang 
yang hasilnya disetorkan ke kas negara atas nama jaksa. 
2. Mengenai barang bukti dikembalikan kepada terdakwa telah sesuai 
dengan KUHAP Pasal 46 ayat 2 yaitu apabila putusan telah 
inkracht maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan 
kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan 
yang dimana dalam hal ini adalah terdakwa, kecuali jika menurut 
putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk 
dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat 
dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan 




 Mengenai pengembalian barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 
KUHAP yaitu menyatakan bahwa:  
a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau 
kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau 
kepada mereka yang paling berhak apabila:  
1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; 
2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau 
ternyata tidak merupakan tindak pidana;  
3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum 
atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila 
benda diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang 
dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.   
b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan 
penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang 
disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan 
hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau 
untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika 
benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam 
perkara lain. 
3. Mengenai barang bukti yang dihasilkan dari tindak pidana 
perikanan yang mudah rusak kemudian dimusnahkan telah sesuai 
dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU 
RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 76A dan 76B 
sebagai berikut: 
Pasal 76A:  
Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang 
dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk 
negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua 
pengadilan negeri. 
Pasal 76B: 
(1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak 
atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang 
dengan persetujuan ketua pengadilan negeri. 
(2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan 
terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan 
pembuktian di pengadilan. 
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Begitu pula yang diatur didalam KUHAP Pasal 45 ayat (1) 
sampai dengan ayat (4) yang menyatakan bahwa: 
(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat 
lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak 
mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan 
terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh 
kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda 
tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin 
dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat 
diambil tindakan sebagai berikut: 
a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau 
penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang 
atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut 
umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau 
kuasanya. 
b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, 
maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual 
lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang 
menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh 
terdakwa atau kuasanya. 
(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa 
uang dipakai barang bukti. 
(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin 
disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 
(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk 
diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana 
dimaksud ayat dalam ayat (1), dirampas untuk 
dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk 
dimusnahkan. 
B. Kendala Atau Hambatan Dalam Menjalankan Fungsi Penuntut 
Umum Selaku Pelaksana Putusan Hakim Yang Telah 
Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Tindak Pidana Perikanan 
Menurut keterangan ibu Novita mengenai kendala yang dihadapi 
penuntut umum selaku pelaksana putusan hakim yang telah 





1. Penuntut umum Harus Berkualifikasi Spesialisasi Tindak Pidana 
Perikanan  
Untuk menjadi penuntut umum tindak pidana di bidang perikanan 
harus memenuhi beberapa syarat sesuai didalam Pasal 75 ayat 2 UU 
RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa: 
a. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun; 
b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang 
perikanan; dan 
c. Cakap dan memeliki integritas moral yang tinggi selama 
menjalankan tugasnya. 
Mengenai syarat di atas, penulis menemukan fakta di lapangan 
bahwa tidak semua daerah di Indonesia penuntut umum yang 
menangani suatu tindak pidana di bidang perikanan pernah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan. Contohnya di 
daerah Pangkep. Menurut penjelasan ibu Novita, “penuntut umum 
yang menangani suatu tindak pidana perikanan di Pangkep tidak 
pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis mengenai perikanan. 
Kepala Kejaksaan Negeri langsung menunjuk jaksa sebagai penuntut 
umum dalam menangani suatu tindak pidana perikanan.” Hal ini 
menyebabkan kurangnya penguasaan hukum, wawasan, dan integritas 
dari penuntut umum itu sendiri mengenai tindak pidana di bidang 
perikanan. 
Hal tersebut sebagaimana Perkara a quo No. 59/Pid.Sus/2015 
penuntut umum yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut 
seharusnya telah berkualifikasi atau mengikuti pendidikan dan 
pelatihan teknis mengenai perikanan. Begitupula kasus-kasus tindak 
pidana perikanan lain yang terjadi di Pangkep, penuntut umum yang 
telah ditunjuk harus telah berkualifikasi sesuai yang telah diatur dalam 
UU Perikanan. Hal ini bertujuan agar, baik penguasaan hukum, 
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wawasan, serta integritas dari penuntut umum dapat tercipta dalam 
menangani setiap kasus yang terjadi. 
2. Putusan Hakim yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Penuntut 
Umum; 
Petunjuk teknis dalam menangani perkara tindak pidana dibidang 
perikanan, penuntut umum berpedoman pada peraturan-peraturan 
yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Diantara pedoman-pedoman 
tersebut tepatnya pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus (JAMPIDSUS) Nomor B-341/F/Ft.2/06/2004 tentang 
Penanganan Terhadap Perkara Tindak Pidana Perikanan pada poin 3 
disebutkan “Bahwa untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut 
serta memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Perikanan 
dalam mendukung iklim usaha di sektor perikanan sebagaimana diatur 
dalam Keppres No. 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal 
Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk negara, maka dalam 
melakukan penuntutan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana 
Perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung RI No.04 I/fB/06/2001 
tanggal 20 Juni 2001 tentang Tuntutan Hukuman terhadap perkara-
perkara Tindak Pidana Perikanan yang diantaranya dinyatakan bahwa 
terhadap perkara Tindak Pidana Perikanan supaya dituntut hukuman 
setimpal dan terhadap barang bukti agar dituntut dirampas untuk 
negara.” 
Kemudian dalam Surat JAMPIDSUS Nomor B-27/F/Ft.2/01/2010 
poin 5 disebutkan bahwa “Para Kepala Kejaksaan Tinggi agar 
berperan aktif memberikan petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum 
yang menangani perkara tindak pidana perikanan agar dapat 
membuktikan secara optimal surat dakwaannya dengan ancaman 
hukuman yang terberat berpedoman kepada petunjuk tuntutan yang 
digariskan oleh pimpinan.” 
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Untuk penanganan perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan 
Negeri Pangkep terdapat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi 
barang bukti. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa eksekutor Novita, 
SH yang mengemukakan bahwa “Penuntut umum telah mengajukan 
tuntutan dengan ancaman hukuman terberat namun, 95% kasus yang 
terjadi di pangkep barang bukti berupa kapal yang tadinya oleh 
penuntut umum dituntut agar dirampas untuk negara ternyata oleh 
putusan hakim dikembalikan kepada terdakwa sehingga penuntut 
umum harus mengajukan upaya hukum.” 
Hal tersebut sebagaimana Perkara a quo No. 59/Pid.Sus/2015 
yang tuntutan penuntut umum barang bukti berupa kapal KMN.NUSA 
INDAH dirampas untuk negara ternyata diputus oleh Hakim 
dikembalikan kepada terdakwa. Tentutnya ini menyulitkan penuntut 
umum yang mempunyai beban pembuktian yang harus dilakukan 
secara optimal terhadap dakwaannya dengan ancaman hukaman yang 
terberat. Hal ini juga mengakibatkan penuntut umum harus menempuh 
upaya hukum agar tuntutan yang diajukan bisa dipertimbangkan baik-
baik dan dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim yang 











3. Proses Penanganan yang Begitu Singkat  
Tabel 1 
Jangka Waktu Penahanan dan Perpanjangan Menurut Hukum 




Oleh Lama Oleh Lama 
Penyidik 20 Hari PU 40 Hari 60 Hari 
PU 20 Hari K.P.N 30 Hari 50 Hari 
Hakim PN 30 Hari K.P.N 60 Hari 90 Hari 
Hakim PT 30 Hari K.P.T 60 Hari 90 Hari 
Hakim MA 50 Hari K.M.A 60 Hari 110 Hari 
   Jumlah 400 Hari 
Tabel 2 





Oleh Lama Oleh Lama 
Penyidik 20 Hari PU 10 Hari 30 Hari 
PU 10 Hari K.P.N 10 Hari 20 Hari 
Hakim PN 20 Hari K.P.N 10 Hari 30 Hari 
Hakim PT 20 Hari K.P.T 10 Hari 30 Hari 
Hakim MA 20 Hari K.M.A 10 Hari 30 Hari 







Perbandingan Waktu Tahapan Penyidikan, Penuntutan, dan 
Pemeriksaan di Pengadilan menurut KUHAP dan UU Perikanan 
Tahap KUHAP UU Perikanan 
Penyidikan 60 Hari 30 Hari 
Penuntutan 50 Hari 20 Hari 
Pemeriksaan di PN 90 Hari 30 Hari 
Banding 90 Hari 30 Hari 
Kasasi 110 Hari 30 Hari 
Jumlah 400 Hari 140 Hari 
  
Berdasarkan Tabel di atas, kita bisa melihat bahwa dalam tindak 
pidana perikanan proses penanganannya lebih singkat dibandingkan 
proses penanganan yang ada didalam KUHAP. Hal ini tentunya 
mempersulit penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana 
di bidang perikanan, baik itu dalam proses penyidikan, penuntutan, 
maupun pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilang 
Tinggi, serta Mahkamah Agung. 
Dalam waktu yang relatif singkat tersebut penegak hukum 
khususnya penuntut umum harus secara optimal menjalankan 
tugasnya sebaik-baiknya. 
Penulis menemukan bahwa ketentuan pembatasan waktu tersebut 
sering berbenturan dengan kondisi riil dilapangan. Pada tingkat 
penuntutan akan berbenturan dengan mekanisme kontrol di Kejaksaan 
yang berjenjang sehingga penyelesaian di kejaksaan membutuhkan 
waktu yang lama, sedangkan pada pemeriksaan di pengadilan akan 
berbenturan dengan mekanisme beracara yang harus dilalui. Waktu 30 
hari sering tidak cukup karena digunakannya hak terdakwa 
mengajukan eksepsi, adanya tanggapan penuntut umum terhadap 
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eksepsi, tuntutan pidana penuntut umum, pembelaan, replik, maupun 
duplik. Kesulitan memanggil saksi maupun pemanggilan saksi atau 
terdakwa agar sah dan patut menurut KUHAP juga membutuhkan 
waktu yang tidak sedikit. Terlebih lagi harus memberikan kesempatan 
kepada penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. 
Penuntut umum biasanya harus menunggu rencana tuntutan 
(rentut) yang sangat birokratis hingga Kejaksaan Agung. Pada tingkat 
pemeriksaan di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, waktu 30 
hari tersebut juga sering menyulitkan karena perkara yang ditangani 
kedua lembaga peradilan ini selalu overload sehingga penanganannya 
dapat berlarut-larut dan menjadikan pelaksanaan putusan juga 
tertunda-tunda. Kemudian dari masalah diatas juga dapat 
mengakibatkan tersangka atau terdakwa keluar demi hukum karena 
masa penahanannya telah habis dijalani. 
4. Keterbatasan Tempat Penyimpanan Barang Bukti 
Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda 
sitaan disimpan dalam rumah penyitaan benda sitaan Negara yang 
dikenal dengan Nama RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda 
Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh 
Negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 3 PP No.27 
tahun 1983). 
Tugas RUPBASAN adalah Melakukan Penyimpanan Benda Sitaan 
dan Barang Rampasan Negara. Sedangkan Fungsi RUPBASAN 
adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang 
rampasan Negara; 
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang 
rampasan Negara; 
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN. 
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Pada prinsipnya semua benda sitaan dan barang rampasan 
Negara disimpan di RUPBASAN, namun jika dalam suatu wilayah 
hukum belum terbentuk RUPBASAN maka dalam penjelasan Pasal 44 
ayat (1) KUHAP disebutkan: 
“Selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di 
tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut 
dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di 
kantor Kejaksaan Negeri, di kantor pengadilan Negeri, dan di 
gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat 
penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.” 
Selain dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, ketentuan 
mengenai penyimpanan benda sitaan dalam hal belum terdapat 
RUPBASAN kemudian diatur kembali dalam pasal 39 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
KUHAP dengan bunyi: 
“Sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasarkan peraturan 
pemerintah ini, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan 
di Kantor Kepolisian Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan 
Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, dan tempat-tempat lain sesuai 
dengan ketentuan dalam KUHAP.” 
Berhubungan dengan masalah proses penanganan tindak pidana 
perikanan, bahwa meskipun dalam UU Perikanan telah menetapkan 
waktu penanganan dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang 
perikanan yang menurut penulis begitu singkat, namun faktanya di 
lapangan dalam proses penanganan memerlukan waktu yang lebih 
dalam menangani setiap kasus yang terjadi. Semakin berlarut-larutnya 
setiap kasus yang terjadi tentunya mengakibatkan barang bukti kapal 
yang telah disita menumpuk di tempat penyimpanan barang bukti. 
Hal tersebut sebagaimana Perkara a quo No. 59/Pid.Sus/2015. 
Sesuai wawancara dengan ibu Novita mengatakan bahwa, “mengenai 
penyitaan barang bukti tindak pidana perikanan berupa kapal, 
biasanya barang bukti tersebut dititipkan di POLAIRUT Pangkep 
karena belum tersedianya RUPBASAN dan keterbatasan tempat 
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penyimpanan di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pangkep.” 
Berhubung putusan hakim pada Pengadilan Negeri memutuskan 
barang bukti berupa kapal dikembalikan kepada terdakwa, jalan yang 
ditempuh oleh penuntut umum adalah dengan mengajukan upaya 
hukum sehingga putusan menjadi mentah kembali serta tidak memiliki 
daya eksekusi. Semakin lama perkara mendapatkan putusan yang 
inkracht (putusan yan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) 
maka semakin lama pula tenggang waktu yang diperlukan dalam 
penyimpanan barang bukti tersebut belum lagi perkara lain yang 
mengalami hal serupa sehingga mengakibatkan menumpuknya tempat 





















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 
tindak pidana di bidang perikanan oleh penuntut umum di 
Kejaksaan Negeri Pangkep pada perkara No. 59/Pid.Sus/2015 
telah sesuai dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam KUHAP 
dan SE JAMPIDUM Nomor B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi 
Putusan Pengadilan. Adapun prosedur pelaksanaan putusan yang 
telah dilaksanakan oleh penuntut umum berdasarkan perkara No. 
59/Pid.Sus/2015 tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Barang bukti dikembalikan kepada pemilik, setelah mendapat 
Salinan putusan dari Panitera Pengadilan yang artinya putusan 
telah inkracht, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan 
Surat Perintah Pelaksanaan Putusan kemudian menunjuk 
penuntut umum yang menangani kasus tersebut untuk 
melaksanakan putusan. Penuntut umum yang ditunjuk tadi 
kemudian menyampaikan surat undangan kepada pemilik 
barang bukti untuk mengambil barang miliknya di tempat 
penyimpanan barang bukti dan membuat Berita Acara 
Pengembalian Barang Bukti. 
b. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, setelah mendapat 
Salinan putusan dari Panitera Pengadilan yang artinya putusan 
telah inkracht, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan 
Surat Perintah Pelaksanaan Putusan kemudian menunjuk 
penuntut umum yang menangani kasus tersebut untuk 
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melaksanakan putusan. Penuntut umum yang telah ditunjuk 
kemudian memusnahkan barang bukti tersebut sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi dengan disaksikan oleh dua orang 
saksi kemudian membuat Berita Acara Pemusnahan Barang 
bukti. 
2. Beberapa kendala atau hambatan penuntut umum dalam 
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 
tindak pidana perikanan adalah penuntut umum yang ditunjuk 
menangani tindak pidana perikanan harus berkualisifikasi 
spesialisasi, yaitu penuntut umum yang telah mengikuti pendidikan 
dan pelatihan teknis mengenai perikanan. Namun faktanya di kota 
Pangkep semua penuntut umum yang menangani perkara tindak 
pidana perikanan belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan 
teknis tersebut, sehingga jika dari awal penuntut umum tersebut 
tidak berkualifikasi tentunya pemahaman hukum, wawasan, dan 
integritas tentang perikanannya juga kurang yang dapat 
mengakibatkan terhambatnya penanganan kasus tindak pidana 
perikanan. Lebih lanjut lagi, masalah yang terjadi adalah tuntutan 
penuntut umum tidak sesuai dengan putusan hakim. Dari semua 
kasus yang terjadi di kota Pangkep, 95% barang bukti berupa kapal 
yang dituntut oleh penuntut umum dirampas untuk negara ternyata 
dikembalikan kepada terdakwa oleh putusan hakim, sehingga 
penuntut umum harus mengajukan upaya hukum yang 
mengakibatkan proses penanganannya semakin panjang dan 
memerlukan waktu yang lebih banyak. Padahal dalam UU 
Perikanan telah diatur mengenai batasan waktu dalam menangani 
suatu tindak pidana di bidang perikanan. Fakta di lapangan 
menunjukkan penanganan tindak pidana perikanan memerlukan 
waktu yang lebih banyak dari yang telah diatur dalam UU 
Perikanan. Kemudian mengenai masalah keterbatasan tempat 
penyimpanan barang bukti di pangkep, semakin lama perkara 
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mendapat putusan yang inkracht, maka semakin lama pula 
eksekusi dilakukan oleh penuntut umum, sehingga tempat 
penyimpanan barang bukti menjadi menumpuk. 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil 
pembahasan ini adalah sebagai berikut: 
1. Perlunya peningkatan kualitas, pemahaman hukum, wawasan, 
serta integritas dari jaksa penuntut umum khususnya di Kejaksaan 
Negeri Pangkep dalam menangani setiap kasus tindak pidana 
perikanan yang berarti harus berpengalaman menjadi Penuntut 
Umum serta memiliki kemampuan dan keahlian atas tindak pidana 
dibidang perikanan agar baik dalam penuntutan maupun eksekusi 
kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir. 
2. Perlunya ada penambahan mengenai waktu penanganan didalam 
UU Perikanan agar disesuaikan dengan yang ada di dalam 
KUHAPidana sehingga kedepannya proses penegakan hukum 
dalam tindak pidana di bidang perikanan bisa berjalan lebih baik 
lagi. 
3. Perlunya dibentuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
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